
SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR49 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang a. hahwa untuk rnplaksanakan ketentuan Paaal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon, perlu
menetapkan tata cara pengangkatan dan pcmberhentian
Perangkat Pekrm di Kabupaten Pringsewu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaunana dimaksud
dalani huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dupati tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Pekon;

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Repiiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4932);

2* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambalian Lembaimi Negtun Rcpublik Indonesia Nuiuur
5479);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PrincrLEitcdiujj Daerah (Lembaraji Negara. Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244T Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. UTidang-Undang Nonior 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Peberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5i;

8. Peraturan Meuten Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16),

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Pekon di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalaia PeraLuran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagaï Unsur Penyelenggaraan Pemertntahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.



4, Camat adalah pemimpin dan kooidinaror penyelenggaraan
pemerintahan. di wilayah kerja kecajnatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

5. Beken merupakan sebutan lain dari Desa di Kabupaten
Pringgewn adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wflayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul dan/atau adat istiadat scLempaL yang diakui dan
ditiormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan Hippun
Pemekonan dalam mengatur serta mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dart adat
istiadat setempat yang diakui dan dihnrrnati dalam sisten
Pemerintahan Negara Kesatnan Republik Indonesia.

7, Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu oleh
Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara
pemeriiiUihan pekon.

8, Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki
Pekon meliputi kewenangon berdasarkan hak asal usul,
kewenangan lokal berskala Pekon, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Frovinsi
atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain
yang ditugaskan oleh. Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi atau Pemerintah Daerah Kahupatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP
merupakan sebutan lain dari Badan Permusyawaratan
Pekon adalah lembaga yang meiupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelengg^irann pemerintahan pekon
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.

10. Mu&yawarah Pekon adalah musyawarah antnra Radan
Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Hippun
Pemekonan untuk meuyepakati hul yang bersifat strategis.

11. Peraturan Pemekonan adalah peraturen perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun
Pemekonan.

12. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten kepada Pekon dalam melaksanakan sebagian
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren,
pemerintahan umum.



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekuri yang selanjuLnya
disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Pekon.

14. Panitia penjaringan dan penyaringan Perangkat Pekon
yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia
penjaringan dan penyaringan Perangkat Pekon yang
dibcntuk oleh Kcpaia Pekon.

15. Bakal Calon Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut
Dakal Calon adalah warga masyarakat Pekon setempat
yang herriasHrkan penjaringan panitia telah ditentukan
dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Pekon.

16. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang
diterima Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

SAB 11
RUANG L1NGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengangkatan dan
pemberhentian kepala Pekon.

III
PENGANGKATAN PERANGKAT PEKOK

Bagian Kesatu
Perayaratan Penganglcatcm

Pasal 3

(IJ Perangkat Pekon diangkat oleh Kepala Pekon dari warga
Pekon yang telah tremenuhi persyatatan umum dan
khusus

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum

atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puiuh) tahun sampai dengan 42 [empat
puluh dua);

c. terdaftar sebagai penduduk Pekon dan bertempat
tinggal di Pekon paling kurang 1 (satu) tahun sebclum
pendaftaran; dan

d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan
memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial hudaya
masyarakat setempat dan syarat lainnya



Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat

tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Vang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di abts kei tas
hermaterai;

c. Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara KesaLuan Republik Indonesia dan
Rhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai;

d, Ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampd dengan ijasah
terakhir yang düegalisir oleh pejabat berwenang atau surat
pemyataan dari pejabat yang berwenang;

e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenai Lahir;
f Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau

aparat kesehatar. yang berwenang; dan
g. Surat Permohanan menjadi Perangkat Pekon di atas kertas.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasai 5

(1) Pengangkatan Perangkat Pekon dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala Pekon membentuk Panitia yang terdiri dari 1

(satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan
minimal 1 (satu) orang anggota;

b. Kepala Pekon melakukan pcnjaringan dan penyanogan
atau seleksi caIon Perangkat Peknn yang dilakukan oleh
Panitia;

c. pelaksanaan pcnjaringan dan penyaringan bakal calon
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan
Perangkat Pekon kosong atau diberhentikan;

d. basil penjaringan dan penyaringan bakal calon
P&rangkaL Pekun paling sedikit 2 (dua) orang calon
dikonsultasikan oleh Kepala Pekon kepada Camat;

e. Camat memberilccm rekomendaai tcrtulis tcrhadap
calon Perangkat Pekon paling lambat 7 (tujuh) hari
keija;

f, rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan
atau penolakan berdasarkan persyaratan yang
ditentukan;



g. dalam hal rekomendasi Camat berisi penoLakan, Kepala
Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan
kembali calon Perangkat Pekon.

(2) Tagas dan fungsi panitia sebugaimana dimaksud pada ayat
fl) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala
Pekon.

Bagian Ketiga
Taliapan Pengangkatan Peremgkat Pekon

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pengumuman dan pendaftaran; dan
c. seleksi.

Pasal 7

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, meliputi;
a. pernbentukan panitia; dan
b. pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Pekon.

(2) Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mebputi:
a. pengumuman lowongan jabatan Perangkat Pekon oleh

Panitia,
b pendaftaran baked talon;
c. penelitian administrasi berkas lamaran;
d. penetapan dan pengumuman calon yang beihak

mengikuti seleksi.

(3) Tahap Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
c3 meliputi:
a. ujlan;
b. penetapan hasil ujian;
c. penyampaian hasil ujian;
d. pengumuman hasil ujian.

Ragian Keempat
Pembentukan Panitia dan Pembuatar Tata Tertib

Pendaftaran Perangkat Pekon

Pasal 8

(1) Kepala Pekon membentuk panitia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berasal
dari unsur lembaga keirmsyarakatan Pekon dan toköh
masyarakat

(2) Panitia sebagalmana dimak&ud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Kepala Pekon.



(3) Ketua Panitia dipilih dari dan oleh anggota panitia
berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 9

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. merencanakan pembiayaan dan jadwal

penyeleiiggiiraaij peiijaririgüii dan penyaringan
Perangkat Pekon;

b. mcnsosialisasiken lowongan dan pcrsyaretan calon
Perangkat Pekon;

c. menerima pendaftaran bakal calon;

d. mcncrima dan mcncHti pcrsyaratan administrasi bakal
calon;

e. membuat Lata tertib pencalonan Perangkat Pekon;

E melELkaanakan aelekai terhadap bakal colon;

g. menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Pekon
kepada Kepala Pekon;

h. membuat laporan pelaksanaan dan
pertanggungiawaban kepada Kepala Pekon,

(2) Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut
oleh Panitia.

(3) Tugas panitia berakhir setelah dilantik dan diambil
sumpah/janjj Perangkat Pekon.

Pasal 10

(1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Pekon ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Panitia.

(2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain;

a. syarat-syarat calon Perangkat Pekon;
b. ketentuanpendaftaran;

o. IfirfiTigan dan sanksi hagi raIon Perangkat Fekon;
d. ketentuan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada
masyarakat Pekon oleh Panitia.



BagUn Kelima
Pengumuman Lowongan Jabatan

Perangkat Pekon

Pasal 11

(1) Panitia mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Pekon
memalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

(2) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Pekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada
tempat-tempat yang strategis.

Engten Keenan
Pendaftaran Bakal Galon

Pasal 12

(1) Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri di atas kertas
bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Pekon memalui
panitia dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
a, berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum

atau yang sederajat dibuktikaii dengan foLokopi ijasah
yang dilegabsir oleh pejabat yang berwerang;

b. berusia 20 (dua puluh| tahun sampai dengan 42 (empat
puluh dua tahun) dibuktikan denman fotokopi akta
kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

c. terdaftar sebagai penduduk Pekon dan bertempat
tinggal di Pekon paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran dan bagi caluji Kepala Ptkun bertempat
tinggal di Pfekon yang bersangkuan yang dibuktikan
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

d, surat pemyataan setia kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah riari calon Perangkat Pekon dan diketairui
oleh Kepala Pekon pejabat Kepala Pekon;

e, Surat Keterangan Catatan Kepolïsian (SKCK);
f. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah

dan surat keterangan bebas narkotika, psikotropika
dan zat adiktif laiimya dari Rumah Sakit Umum
Dacrali;

g* surat pemyataan bersedia dicaionkan menjadi
Perangkat Pekon;

h. surat keteraugan dari Fengadilan Negeri Lidak perriah
dijatuh: hukuman pidana dengan hukuman maksimal 5
(lima) tahun penjara.



(2] Format formulir panitia pcnjaiingan dan penyaringan
Perangkat Pekon tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagtan tak terpisahkan dan Peraturan ini.

(3) Pengatursn lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Kepala Pekon.

Pasol 13

(Ij Perangkat Pekon yang akan mengikuti seleksi pengisian
fonnasi jabatan Perangkat Pekon yang lowong, harus
mcndapat izin tertulis dari Kepala Pekon.

(2J Pengisian fonnasi jabatan Perangkat Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (li harus mcmenuhi syamt
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1).

(3] Dalam hal Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpilih dan diangkat maka yang bersangkutan
harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

Pasal 14

(1) Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat menjadi
Perangkat Pekon harus mendapatkan izin tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat
Pekon, yang bersangkutan dibebaskan sementarn dari
jabatannya selama menjadi Perangkat Pekon tanpa
kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.

(3) TNI/POLRI aktif tidak dtperkenankan rangkap jabatan
sebagai Perangkat Pekon.

Pasaj 15

(1) Panitia meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat
administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan
panitia pendaïïaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat [1).

(2) Apabila seteloh diteliti olch panitia, temyata terdapat
kekurangan atau keragu-raguan persyaratan administratif
yang telah. ditetapkan maka pelamar diberi kesempatan
untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang
ditentukan panitia.

(3} Lamaraii yang telah diteliti secara administrasi oleh panitia
dinyatakan tidak memenahi syarat maka surat lamoron
dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan
tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan
yang tidak terpenuhi.



(4) Lamaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua, Sekretaris dan Seksi penelitian berkas lamaran.

(5) Panitia menetapkan Bakal Calon Perangkat Pekon yang
berhak mengikuti seleksi.

Bagian Kelujuli
Penetapan dan Pengumuman Calon

Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasa] 16

(1] Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah
memenuhi perayaratan yang telah ditentukan maka
terhadap pelamar tersebut dapat langsung diangkat
stbagai Perangkat Pekuri oleh Kepala. Pekon setelali
dikonsultasikan kepada Camat.

(2) Panitia ineiiytralLkan brrita acara. sebagaimana diniaksud
dalam Pasal 15 ayat (4) kepada Kepala Pekon tentang
Penetapan Calon Perangkat Pekon yang berhak mengikuti
seleksi.

(3) Panitia mengumumkan daftar calon Perangkat Pekon yang
berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Fekon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan dipasang di kantor Balai Pekon dan dikirim
kepada calon yang bersangkutan.

(4) Daftar Calon Perangkat Pekon yang telah ditetapkan untuk
mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.

Bagian Kedelapan
Seleksi Calon

Pasal 17

(1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Pekon dilakukan melalui
njian pengptahuan dan kemampuan .

(2) Ujian dïlaksanakan dalam rangka menilai kejnanipuan
teknds dan alcademis calon Perangkat Pekon.

(3) Bahan ujian penyfiiingan. tertulis dan pedoman korcksi
disusnn panitia dan dapat difasih'taRi oleh tim.

(4) Tim sebagaimana dimakaud pada ayat (3) adalah
Organisasi Perangkat Daerah terkait diungkat Kecamatan
dan Kabupaten.

(5) Naskah soal ujian disusun sesuai dengan standar
kompetensi lulusan SMU/sederajat.

(6) Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh panitia.



(7) Hasil seleksi dirangking berdaearkan jumlah nilai yang
diperoleh masingmasing calon Perangkat Pekon memamui
panitia.

(8) Paling Lama 3 (tiga) hari keija setelah menerima hasil ujian
dari panitia, Kepala Pekon wajib menetapkan paling sedikit
2 (dua) calon perangkat pekon yang memperoleh nilai
tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Garaat.

Pasal 18

Mated Ujian Perangkat Pekmi mrliputi;

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Talmn 1945;

b. Bahasa Indonesia;
c. Pengetahuan umum dan kepribadian;
d. Pengetahuan tenrang pemerintah Pekon; dan
e. Materi ujian lain yang ditetapkan olch panitia scsuai

kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

Hagian Kesembilan
Pengangkatan dan Pclantikan Perangkat Pekon

Pasal 19

(1) Kepala Pekon mdakukaii konsultasi kepada Camat
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Pekon
yang memperoleh nilai tertinggi disertai hasil seleksi
tertuiis dari Panitia.

(2) Camat member!kan rekomendasi tertuiis terhadap calon
Perangkat Pekon paling lambat 7 (tujuh) hari keija.

(3) Rekomendasi yang diberikan Camat hernpa persetujuan
atau penoLakan berdasarkan persyaratan yang diperlukam

(4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon
menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang
Pengangkatan Perangkat Fekon.

{5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala
Ptekun melakukan penjaringan dan penyaringan kemOaü
calon Perangkat Pekon

Pasal 20

(1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kcrja sctelah
ditetapkannya Keputusan Kepala Pekon aebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4], Kepala Pekon
mengambil sumpah janji dan melantik Perangkat Pekon.



(2) Pengambilan aunipah janji dan pelantikan Ferangkat Pekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur
Muspika, BHP, Perangkat Pekon, Lembaga Kemasyarakatan
Pekon, tokoh masyarakat dan undangan lainnya bertempat
di Bslat Pekon atau ditempat Jain.

(3) Bunyi sumpah janji Perangkat Pekon adalak:
"Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah/ berjanji bahwa Saya
okan memenuhi kcwajiban Saya sclaku Perangkat Pekon
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya
bahwa Saya akan selalu taat dalam Tnengamalkan dan
mempertahankan PancasiLa sebagai Dasar Negara dan
bahwa Saya akan menegakkan kehidupan deiuokiads dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan aegala
Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi Pekon, Daerah dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia1*.

Pasal 21

(1) Urutan upacara pengambilan sompah janji dalam
pctantikan Perangkat Pekon adalajn

a. pembukaan;
b, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
e. menyanyikan mars Pringsewit;
d. pembacaan keputusan Kepala Pekon;
e. pengambilan sumpah janji jabatan okh Kepala Pekon;
f. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpab

Janji;
g. kata pelantikan oleh Kepala Pekon;
h. penyerahan keputusan oleh Kepala Pekon;
t sambutansambutan;
j. pembacaan doa; dan
k. penutup.

(2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai
berikut;

a. Kepala Pekon yang mengambil sumpah janji dan yang
melantik memakai Pokaian Dinas Harian;

b. talon Perangkat Pekon yang akan diluiiLik rnemakai
Piakaiari Dinas Darian;

c. undangan lainnya menyesuaikaru

BAB III
BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 22

(1) Besaran biaya pengangkatan Perangkat Pekon ditentukan
okh Kepala Pekon alas usul panida.



(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibebankan
kepada APSPekon.

BAB IV
MASA JABATAN

Fasal 23

Masa jabatan Perangkat Pekon berakhir sampai dengan yang
bersangkutan telali mencapai usia 60 (enam puluh) tabun.

BAB v
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Basal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pekon herkewajiban:

a. memegsng teguh dan mengamalkan Pancasilo,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Inonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memeliliara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka TunggaJ Ika;

b. meningkatkan kesejaliLeiaan masyarakat Pekon;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Pekon
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan

gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemermtahan Pekon yang
al:untabel, transparan, profcsional, efektif dan efisien,
bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

g menjalin keija sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Pekon;

h, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Pekon yang
bfiik;

L mengelola keuangan dan aset Pekon;
j. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan pekon;
k, menyelesaikau perselisihan masyarakat di Pekon;
1. mengembaagkan perekonomian masyarakat Pekon;

m. membina dan melestarikan nilai sosial hudaya masyarakat
Pekon;

n memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
di Pekon;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Pekon.



Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Fekon dilarang:

a, merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,

anggota keluarga, pihak Lain dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak ataa
kcwajibannya;

d, melakukan tindakan diskrimiratif lerliadap war ga
dan/aten golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan mcrcsahkan sekelompok masyarakat
Pekon;

f. melakukan koluai, korupst dan nepotisme, menerima uang,
barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BHP,
anggpta Dewan PerwakiLan Rakyat Republic Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Repubbk Indonesia, Dewan
Perwakflan Rakyat Daerah Pmvinsi atau Dewan Perwaktlan
Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dan jabatan lain yang
ditentukan dalam Peraturan Petundang-undangan;

j. ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepaia daerah;

k, inelanggar sumpah janji jabatan; dan
1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari keija

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat
dipcrtanggungjawabkan.

BAB VI
PEMB1NAAN PERANGKAT PEKON

Pasal 26

(1) Pembinaan Perangkat Pekon dilakukan secara berjenjang
oleh Kepaia Pekon, Camat dan Bupati.

(2) Kepaia Pekon melakukan penilaian kinerja Perangkat
Pekon secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan
dalam bentuk evaiuasi kinerja Perangkat Pekon dan
dilaporkan kepada Camat,



BAB VII
PENATAAN PERANGKAT PEKON

Pa&aJ 27

(1) Kepala Pekon dapat melakukan penataan Perangkat Pekon.

(2) Penataan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas
penyeLenggaraan pcmcnntah Pekon, dengan mekanisme:

a. evaluasi kineija dan rvaluasi priiempatan jabatan,

b. pembahasan dalam musyawarah bersama BHP;

c. konsultasi kepada Camat; dan
d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Pekon

dalam penataan Perangkat Pekon dengan Keputusan
Kcpala Pekon*

BAB VIII
PEMBERHENTJAN KEPALA PEKON

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 28

(1] Kepala Pekon memberhentikan Perangkat Pekon setelah
berkonsultasi dengan Camat.

[2] Perangkat Pekon berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b permintaan sendiri; dan

e. diberhentikan.
(3) Perangkat Pekon diberhendkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia tclah genap 60 (cnam puluh) tabun;
b dinyatakan sebagai tcrpidana berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

c. berbalangan mt^p;

d. tidak lag! memenubi persyaratan sebagai Perangkat
Pekon; dan

e melanggar larangan bagi Perangkat Pekon.

(4] Pemberhentian Perangkat Pekon dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala Pekon melakukan konsult^si kepada Camat

mengenai pemberhentian Perangkat Pekon;



b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai pemberhentian Perangkat Pekon yang telah
dikjunsulLasikan dengan Kepala Pekon, dan

c. rekomendast tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala
Pekon dalam pemberhentian Perangkat Pekon dengan
Keputusan Perangkat Pekon.

(S) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4} huruf c membuat pertimbangan hukum dan
pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian
perangkat yang dikonsultasikan.

Bagian Ked.ua
Pemberhentian Sementara

Pasal 29

(1) Perangkat Pekon diberhentikan seinentara oleh Kepala
Pekon setelah berkonsultasi dengan Camat;

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] karena:
a. ditetapkan sebagai tersangka;
b. ditetapkan sebagai terdakwa:
c. tertangkap tangan dan ditahan.

(3) Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara
dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a
sampaï dengan humf c diputus bebas atau tidak terbukti
bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum
dapat dikembalikan kepada jabatan semida.

(4) Perangkat Pekon yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai
sanksi administratif berupa teguran liaan dan/atau
teguran tertulis oleh Kepala Pekon

(5) Dalam hal sanksi administiatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan
pemberhentian oleh Kepala Fekon.

(6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) oleh Kepala Pekon berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukaji oleh AptuaL Pengawas Intern PeiiitriiiLaii alas
laporan Kepala Pekon melalui Camat.



Pasal 30

(1) Perangkat Pekon yang diberhentikan sementaxa diberikan
penghasilan tetap sebesar 50% [lima puluh perseratus) dari
penghasilan tetap sebagai Perangkat Pekon yang
diterimanya dan sisanya yang 50% (lima puluh perseratus)
dimasukan ke Kas Pekon untuk këgiatan penyelenggararm
pemerintahan dan pembangunan Pekon.

(2) Apabila sekuna maai pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan
temyata tidak mau merubah sikap dan perilakunya
menuju perbaikan, tnaka perangkat Pekon yang
bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai
Perangkat Pekon,

BAB IX
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 31

(1) Dalam hal teijadi kekosongan jabatan Perangkat Pekon
maka tugas Perangkat Pekon yang kosong dilaksanakan
oleh Pelaksana Tijgas yang memiliki pnsisi jabatan dari
unsur yang sama.

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan Surat Permtab Tugas
yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
surat penugasaan

(3) PengisLan jabatan Perangkat Pekon yang kosong paling
lama 7 (dna) hulan sejak Perangkat Pekon yang
bersangkutan berhenti.

BAB X
UNSUR STAF PERANGKAT PEKON

Pasal 32

(1) KepaLa Pekon dapat menggangkat unsur staf Perangkat
Pekon _

(2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala
Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan Pekon.

(3) Kemampuan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersurnber dari pendapatan asli Pekon.

(4) Pengangkatar unsur staf Perangkat Pekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (IJ hams dikonsultasikan kepada
Camat.



SAB XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT PEKON

Pasal 33

(1) Sclain pcnghaailan tetap yang diatur dalam peraturan
perundangundangan. Perangkat Pekon dapat menerima
jaminan kesejahteraan dan tunjangan tarnbahan
penghasilan dengan memperhatikan masa keqa dan
jabatan Perangkat Pekon.

(2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan
sebagaimana dimakaud pada ayat (1) bersumbeT pada
APBPekon dan sumber lain yang sah.

BAB XII
PENINGKATAN KAFAS1TAS AFAKATUR PEKON

Pasal 34

(1) Perangkat Pekon dan staf Perangkat Pekon yang telah
diangkat dengan Keputusan Kepala Pekon wajib merigikuti
pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatitian
yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Proving,
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Piuvinsi, APBD Kabupaten dan APBPekon dan
sumber Lain yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perangkat Pekon yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat sebelum ditetapkan Feratman BupaLi ini Lt tap
melakaanakan higas sampai habia massi tugasnya
berdasarkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 36

(1) Peiiyelcnggaraan Pemerintah Pekon yang sudah ada wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini,

(2) Penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja dilakukan
dengan mendahulukan pendekatan penataan dan/atau
pengisian dari Perangkat Pekon yang sudah ada.

(3) Dalam hal jumiah Perangkat Pekon tidak berstatus Pegawai
Negeri Sipil telah sama dan/atau melebihi jumiah formasi
jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja maka
penataan formasi jabatan hanya diikuti oleh Perangkat
Pekon yang ada.



LAMFINAN : FEFtATURAN BUPATI PRING5EWU
NOMOR
TANGGAL ; '0 20?7

Format I

FORMAT FCRMUL1R TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT PEKON

I. PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON

A. Pedoman Kop Surat
L. Kop Surat Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pekon ditulis

pada bagian atas tengah daii krilns suraL dengari huiuf/tulisan
berwarna hitam,

2. Isi LuLsaji dan ukuran:

a. tutisan pada bans pertama dengan huruf balok PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12 dan 1
spasi;

b. tulisan pada bans kedua dengan huruf balok Pekon
Kfcamatan...... jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12
dan 1 spasi;

c. tulisan pada bans ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1
spasi; KABUPATEN PRINGSEWU, jenis huruf Times New
Roman, ukuran huruf 12 dan 1 spasi;

d. tulisan pada baris keempat dengan huruf keeil: “Sekretariat
(ditulis alamat kantor panitia’ Teip.Kode Pos’.

e. pada bagian hawah kop setelah tulisan “Sekretariat’ dibeii
garis tebaL

3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Pekon ditandatangani oleh ketua
disebelah kiri dan sekretaris disisi sebelah kanan.



4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Pekon selengkapnya sebagai berikut

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
PEKON.... KECAMATAN ...

Sekretariat Jalan [ditulis alamat kantor sekretariat)

Telp. Kode Pos

(isi)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
PEKON KECAMATAN.... KABUPATEN PRTNGSEWU

B Pedoman Stempel
1. Stempel Panitia Penjaring dan Penyaringan Perangkat Pekon

berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan
lebar : ± 2,5 cm x 5,5 cm;

2. Isi Tulisan:
3, Tinta yang digunakan benvama ungu.
4. Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Pekon sebagai perikut:

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

C. Pedoman Sampul Surat
1. Sampul surat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat

pekon berbentuk empat persegi panjang dan berwama putih;
2. Tulisan ter-etak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi

tulisan sebagai berikut:

a. Haris pertama berisi tulisan “PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT PEKON”;

b. Baris keilua “PEKON KECAMATAN”,
o. Baris ketiga “KABUPATEN PRINGSEWU";

d. Baris keempat : garis tanda tebaL

3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat,
pada bagian depan sampul harua dibeii stempel paniLia dcji di
paraf Ketua atau Sekretariat Panitia.



4. Contoti sampul:
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON

PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Secretariat : ..
Nomor

Kepada
Yth.
Di,



Formats

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA
MEWPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
BHINEKA TUNGGALIKA

Yang bertanda tangan di bawaii ini:
Nama :
Jenis Kelamin
Agama
Tempat/TglLahir :
Pekeijaan ;

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya memegang teguh dan
mengamalkan Panessila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatiun 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pemyataan ini Saya buat dengan sebenar-benamya, apabila ternyata
pemyatann ini tidak Lenar, Saya sanggup ditilrltut aeöunj dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dan jabatan Kepala Pekon.

(NAMA PEKON), ... (tanggal)
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6000,-



Format 3

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KEPALA PEKON (Naina Pekon)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT PEKON. KECAMATAN

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA PEKON t

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
5 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Pekon maka perlu membentuk Panitia
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pokon.

b. Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf
a ditctapkan dengan Keputu&an Kepala Pekon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pekon sebagaimane telah diuball
dengari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pcnyclcnggaraan Pemerintah
Pekon ;

4. PeratUTEtn Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahuii 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Pekon ;

Mrmp^rhatikan Berits Acara Musyawarah Pemerintah Pekon, tanggal...
Perihal Pembentukan Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Pekon, Pekon Kecamatan ;



MEMUTUSKAN

KESATU : Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Pekon,
Pekon Kecamatan Kabupaten Pringsewu, dengan
susunan kcanggotaan acbagoimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan Keputusan ini.

KEDUA Panitia sebagaimana dimaksuri pada dikt.um kesatu,
dalam melaksanakan tugas dalam Panitia Penjaringan
Dan Perryaringan Perangkat Pekon berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang benakr.

KETIGA r Masa Ketja Panitia sebagaimana dimaksud pada dictum
kesatu terhitung sejak pembentukan sampai dengan
pelaksanaaii pelanükajj dan p^ngambilan sumpah janji
Perangkat Pekon terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yarg
berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.

KEL1MA Kuputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

KEPALA PEKON,

Tenibusaii;
1. Bupati Pringsewi l;
2. Wakil Bupati Pringsewu;
3. Camat ;
4. Ketua BMP
5, Yang Bersangkutan;
6. Arsip;



Format 4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PEKON
NOMOR
TANGGAL

AO
0 jpvesib&r 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJARINGAN DAN
EENYARINGAN PERANGKAT PEKON

PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

a. Ketua ;

b. Sekretaris :

c. Anggota :

KEPALA PEKON,



Format 5

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
PEKON
ALAMAT :

BEKITA ACARA
MUSYAWARAB PEMBENTUKAN PANITIA PENJARI NGAN DAN

PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di Pekon
Kami Perneiibdi Pekon Kecamatan Kabupaten Pringscwu tclah
menyeienggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Pekon dengan hasil sebagai berikut:

1. Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pekon
Kecamatan Kabupaten Pringsewu, dengan susunan keanggotaan:
A. Ketua
B. Sekretaris
C. Anggota

1. Seksi
2. Scksi
3. Seksi
4. Dst-

2. Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Pekon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan
Keputu&an Kepa Pekon.

Demikian berita acetra ini dibuat dengan sebenar-benamya.

Ketua, Sekretaris,



Format 6

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Secretariat ; (ditulis alamat kantor Sekretariat) Teip. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada had ini tanggal bulan tabun , Kami Panitda Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Pekon, Pekon Kecamatan Kabupaten
Pringsewu telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal
caton Perangkat Pekon, Pekon Kecamatan Kabupaten Pringsewu
drnguii basil sebagai berikuti

1. Jutnlah Bakal Calon Perangkat Pekon : orang,
2. Persyaratan Administrasi yang diadakan penelitian dan dilampirkan

meliputi;
a. berpendidikan paling rendah Sekolah. Menengah Umum atau yang

sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijasah yang dilegalistr oleh
pejabat yang berwenang;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua
tahun) dibuktikan dengan foto kopi akta ketahiran yang dilegalisir
pejabat yang berwenang;

c. tcidaftai sehagai penduduk Pekon dan bertempat tinggal di Pekon.
paling kurang 1 (satu) tahun sebehum pendaftaran dan dibuktikan
dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

d. surat pemyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Rcpublik Indonesia serta Pemerintah dari calon Perangkat Pekon dan
riiketabui nteb Kspala Pekon pejabat Kepala Pekon sebagaimana
contoh format B terlampir;

e. Surat Keterangan Catalan Kepolisian (SKCK);

f. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter dari rumah sakit
Pemerintah/Puskesmas dan surat keterangan bebas narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya dan Rumah Sakit Umum Daerah;

g. Surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Pekon;

h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pemah dihukum
penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
hukuman maksimal 5 (lima) tahun.



3. Setelab diadakan penelitian persyaratan administrasi mala jumlah
Bakal Calon Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti
seleksi pemilihan Perangkat Pekon sebanyak : orang, sebagaimana
daftar terlampir.

4. Jumlaii Bakal Calon/ Pelamar yang mengundurkan diri sebanyak :
orang,

5. Junilali Bakal/Pelamai yang tidak menienuhi syarat scbanyals :
orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benamya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJAR1NGAN DAN PENY.ARINGAN PERANGKAT PEKQN
PEKON,

Ketuas Sekretaris,

Anggota.
Penelitian Berkas lamaran



Format 7

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
PEKON KECAMATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Secretariat : (ditulis alamat kantor Secretariat) Teip. Kode Pos

KEPIJTUSAN KETUA PANITIA
PENJARIÏÏGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON

(Nama Pekon)

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT PEKON YANG
BEKHAK MENG1KUT1 SELEKSI

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT PEKON

PEKON (Nama Pekon)

Menimbang a hahwa herdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Pekon maka periu membentuk Pauitia Fenjaringan
dan Penyaringan Perangkat Pekon ;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita
Acara Panitia Pcndaftaran Perangkat Pekon telah
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai
Calon Perangkat Pekon yang berhak mengikuti
seleksi ;

c. bahwa berdasarkan pertirribangaji sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon ;

Mengingat 1. Undang-LJndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 ;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pekon sebagalmana telah diubah
dcngan PteratuTiui Pemerititah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7
Tahun 2015 tentang Ptenyclenggaraan Pemerintah
Pekon ;

6. Peraturan Bupad Pringsewu Homor 4 Tahun 2017
tentong Tata Cara Pengan.gka.tan dan Pemberhentian
Perangkat Pekon ;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Pekon, tanggal....
Perihal Pembentukan Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Pekon, Pekon
Kecamatan Kabupaten Pringsewu Nomor tanggal
..... tentang Bakal Calon Perangkat Pekon;

MEMUTUSKAN :

Mencapkan

KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 |dua)
Daftar Lanipiran Keputusan ini adalah CaJon Perangkat
Pekon, Pekon Kecamatan kabupaten Pringsewu

KEDUA Keputusan Kepala Pekon ini mulaj berlaku. pada tanggal
ditetapkan ,

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal ’0 yore:Ter >017

KETUA,
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DAFTAR NAMA CALQN PERANGKAT PEKON YANG BERHAK
MENGIKUTI SELEKSI

NO. NAMA TEMPAT
'1GL LAH1K

JENIS
KELAM1N

PEND1D1KAN
TEKAKH1K

AGAMA ALAMAT JABATAN
YANG

DILAMAR

KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

j
1

KETUA,
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PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN

JI. Teip Pringsewu (PosJ

SURAT REKOMENDASI
Nomor : / / 72017

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
NIP :
Jabatan
Alamat Kantor ?

Memberitkan rekcmendasi kepada nama yang tercantum di bawah ini :
Kama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Pekon. Hal ini dikarenakan yang
bersangkutan memilild kornpetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat
Pekon sebagaimana Pasal 50 Undang Uadang Nornor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasa.1 3 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahnn 2017 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon, serta telah
melalui proses seleksi ditingkat Pekon sesuai mekanismc peraturan
perundang-undargan yang herlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Carnal (nama Kecamatan) f

(Nama Terang)
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PAMTIA PENJARINGAN DAN PENYARJNGAN PERANGKAT PEKON
PEKON KECAMATAN

KABUPATEN PRINGSEWU
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Teip. Kode pcs

BERITA ACARA BASIL SELEKSI
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Kami Panitia
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pekon, Pekon Kecamatan

Kabupaten Pringsewu telah melakukan seleksi terhadap Calon
Perangkat Pekon, Pekon Kecamatan Kabupaten
Pringsewu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Calon Perangkat Pekon : Orang
2. Materi Ujian Seleksi Meliputi :

a, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. Bahasa Indonesia;

e. Pengetahuan umum dan kepribadian;
d, Pengetahuan bentang pemerintahan Pekon; dan
e. Materi ujian lain yang ditetapkan sesuai kompetensi jabatan.

3* Setelah diadakans eleksi melalui uji kemampuan dan pengetahuan secara
tertulis maka jumlah Calon Perangkat Pekon yang berhak diangkat menjadi
Perangkat Pekon sebanyak : Orang;

4, Jumlah Calon Perangkat Pekon yang mengundurkan diri se banyak :
orang;

5, Jumlah Calon Perangkat Pekon yang tidak lulus seleksi sebanyak ;
orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benamya untuk
dipergunakan sebagaitnana mestinya.

Sekretaris, Ketua,



Format J J

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KEPALA PEKON [Nama Pekon)

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON

KEPALA PEKON (Mama Pekon)

Menimbang : a hahwa herda&arkan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Pekon;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut da lam Berita
Acara Panitia Penjaringan dan Fenyaringan Perangkat
Pekon yang telah lulus seleksi untuk ditetapkan,
diangkat sebagai Perangkat Pekon;

c hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung;

2. Undang-u ndang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa;
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PemtrinUili Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

4. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Perafuran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraluian Pemermtah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Pera'uran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyclcnggaraan Pcmcrintahan Pekpn;

6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian
Perangkat Pekon;

Memperhatikan : Berita Acara HasiJ Penjaringan dan Penyaringan Calon
Perangkat Pekon, Pekon Kecamatan
Kabuapten Pringsewu Nomor Tanggal tentang
Pengangkatan Calon Perangkat Pekon;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU ; Mei^ka yang iieuiLaJiya Lersebut dalam kolom 2 (dual
Lampiran Keputusan ini adalaK CaIoh Perengkat Pekon
yang berhak diangkat menjadi Perangkat Pekon,
Pekon* Keeamatan Kabupaten Pringsewu*

KEDUA Keputusan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

DiteLapkan di Pringsewu
pada Tanggal ° irmre»bsr 20 ।

KEPALA PEKON (Nama Pekon]

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkatj

Tembusan :
1. Bupati Pringsewu;
2. Camat
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Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlakn pada tanggal dmndangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 0 ^veiaber 201?

BUPATI PRINQpEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal^ november 20*7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,
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